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ABSTRAK

Penelitian ini meninjau secara yuridis akan keabsahan Sertifikat
Kesehatan Penerbangan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu, sejak
diterbitkan sampai habis masa berlakunya.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan
yuridis normatif berdasarkan Undang Undang RI nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah Rl nomor 3 tahun 2001
tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan beserta beserta
Peraturan Pelaksanaan dari perundang undangan tersebut.

Hasil penelitian ini, bahwa regulasi bidang Keselamatan
penerbangan yang berlaku di Indonesia tentang fungsi pengawasan
memperoleh Sertifikat Kesehatan, khususnya pada Penerbang Sipil Airfine
Transport Pilot (Sertifikat Kesehatan kelas satu), telah sesuai dengan
standar ICAO, yaitu Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara
Nomor: SKEP/62/V/2004 tentang  Sertifikat Kesehatan Personil
Penerbangan. Didapatkan juga bahwa langkah yang diambil agar
Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke
depan, belum ada, baik aturannya, mekanismenya bahkan SDM belum
memadai secara kualitas dan kuantitas. Sehingga sertifikat tersebut belum
dapat terjaga keabsahannya. Sedangkan Penerbang yang mendapatkan
medical flexibility perlu dilindungi statusnya dengan Surat keputusan
Menteri bagi Tim penilai kesehatan (Medical Asessor) dan Tim Pakar
kesehatan Penerbangan (Aeromedical Consultation Service) yang
merekomendasi kasus ini. Penerbang tersebut selain mengisi checklist, ia
dijadwalkan secara tetap untuk memeriksakan kekurangannya dan
melaporkan pada dokter penerbangan

Sebagai saran dalam penelitian ini agar diusulkan kepada Menteri
Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara beberapa hal, yaitu
untuk mengeluarkan keputusan tentang tata kerja menjamin keabsahan
Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia. Mengusulkan
penambahan personil fungsional pada Pusat Kesehatan Penerbangan
Sipil sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
Keputusan Menhub no. SK 38/0OT 002/Phb.83 tentang organisasi dan tata
kerja Balai Kesehatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara. Dan agar
setiap operator penerbangan harus mempunyai dokter penerbangan untuk
menerima pendelegasian wewenang dalam pengawasan Penerbang di
lapangan termasuk kasus medical flexibility. Mengusulkan agar
menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk jabatan Medical Asessor, dan
Aeromedical Consultation Service, yang berisi fungsi dan wewenangnya
serta pengawakannya agar Penerbang yang mendapatkan medical
flexibility terlindungi statusnya.

Kata kunci : Sertifikat Kesehatan Penerbang Indonesia, Keabsahan,
Keamanan dan keselamatan penerbangan
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ABSTRACT

This paper studies the legality of medical certificate for the
Indonesian civil pilot since it comes into force until meets its termination.

This applies the normative-juridical approach based on the Law of
the Republic of Indonesia Number 1 in the year of 2009 on Aviation and
the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 in the
year of 2001 on Security and Safety Aviation and their implementing
regulations.

This study reveals that provisions issued by the International Civil
Aviation Organization which regulates the safety of aviation especially the
medical certificate for airline transport pilot has been adopted and
integrated into domestic regulation namely the Written Directive of the
Director General of Air Communication Number Skep/62/V/2004 on the
medical certificate for aviation personnel. However, the application of the
medical certificate in practice meets some problems such as there have
not been implementing regulations, procedures and mechanism and also
the availability of human resources either qualitative or quantitative.
Furthermore, pilots receiving medical flexibility have not been duly
protected due to lack of written directive promulgated by the
Communication Minister of Republic of Indonesia which regulates both
Medical Assessor and Aero medical Consultation Service who have been
assigned to give a recommendation.

To overcome these problems, this paper recommends some advice
namely: Firstly, this paper is to urge the Communication Minister
particularly the Director General of Air Communication to issue a written
directive on procedures which guarantees the legality of the medical
certificate for the Indonesian Civil Pilot. This procedure includes the daily
determination of fit and unfit condition prior to fly then submits it along with
flight plan. In spite of this, during fills out the checklist, civil aviation pilots
have to give clarification about their current healthy conditions. Above all,
the checklist contains provisions stipulate warnings and sanction if the
pilots ignore the regulation of safety and security aviation. To make sure
the pilot compliance, an immediate inspection has to be applied randomly.
Secondly, this study is to urge the Communication Minister through the
Director General of Air Communication to promulgate a Written Directive
which regulates Medical Assessor and Aero Medical Consultation Service
in order to protect the Indonesian Civil Pilots having Medical Flexibility.
Then, this paper is to urge the Communication Minister through the
Director General of Air Communication to enlarge the number of medical
personnel assigned in the Civil Aviation Medical Center to thoroughly
apply function and mission of PKPS (Civil Aviation Safety Regulation) in
accordance with the Directive of Communication Minister Number : SK
38/0T 002/Phb.83 on Organization and Procedures of the Office of
Medical Civil Aviation. Finally, this study is to urge the Communication
Minister through the Director General of Air Communication to issue a
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written directive for airline operator to employ aviation doctors in receiving
a delegation power from the Communication Minister in the medical field in
order to supervise the pilots having medical flexibility in practice.

Keywords: The Medical Certificate for the Indonesian Civil Pilot, the
legality, the Safety and Security of Aviation
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